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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Sinjai, 1991 / umur 32 tahun, agama Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  tidak  ada,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Sinjai.,  dalam  hal  ini  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus tanggal 8 Juli 2024 memberikan kuasa khusus kepada

Bakri  Remmang,  S.H.,  M.H,  dan  berdasarkan  Surat  Kuasa

Substitusi  tanggal  12  Agustus  2024  dan  21  Agustus  2024

memberikan  Kuasa  kepada  Baso  Akhmad  Ganiyyu,  S.H.

Advokat/Pengacara  yang  berkantor  di  Jalan  Basuki  Rahmat,

Bumi Tamara Permai III Blok B/13 Sinjai, Kelurahan Biringere,

Kecamatan Sinjai  Utara,  Kabupaten Sinjai,  Provinsi  Sulawesi

Selatan  dengan  domisili  elektronik  alamat  e-mail:

ylbhbk@gmail.com,  sebagai  Pemohon Konvensi  /  Tergugat

Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Biduan,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Sinjai,  sebagai

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan  Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

dan  Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,  serta telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  10 Juli 2024

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Talak yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sinjai  pada hari  itu  juga dengan register  perkara Nomor

235/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada hari  Rabu,  tanggal  2022 berdasarkan Kutipan Akta  Nikah

Nomor: tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;  

2. Bahwa  usia  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  hingga

permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 6 bulan lebih;  

3. Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon bertatus sebagai perjaka dan

Termohon dengan status perkawinan dengan 2 (dua) orang anak. 

4. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dengan  Termohon

tidak pernah tinggal bersama layaknya suami isteri;  

5. Bahwa  sehari  setelah  pernikahan,  Pemohon  meninggalkan

Termohon karena tidak adanya restu dari kedua orang tua Pemohon;  

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan

dan komunikasi telah terputus;     

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan

perkawinannya  dengan  Termohon  dan  memilih  perceraian  sebagai  jalan

yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;  

8. Bahwa  dalam  mengajukan  Permohonan  cerai  talak,  Pemohon

mendapatkan pembebasan panjar perkara dan pembebasan jasa Advokat

dari LBH Bhakti Keadilan Sinjai. 

  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Sinjai  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primair :
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak

Satu  Raj'i  kepada  Termohon  TERMOHON  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Sinjai;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsidair :

  Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut

menurut hukum. 

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus

kepada Bakri Remmang, S.H., M.H dan Baso Akhmad Ganiyyu, S.H., Advokat

dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Bau Mahmud, No 97 A

Sengkang,  Kelurahan  Tedda  Opu,  Kecamatan  Tempe,  Kabupaten  Wajo

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  8  Juli  2024  dan  Surat  Kuasa

Substitusi tanggal 12 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024 serta telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sinjai  sebagaimana  dicatat  dalam  Berita

Acara Sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa  Pemohon tersebut diatas,

dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

atau diwakili Kuasanya 

Bahwa  pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir di

persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di

persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Hakim  telah  memerintahkan  Pemohon dan  Termohon untuk

menempuh upaya mediasi,  namun sesuai  laporan Mediator  bernama Fathur

Rahman, S.Sy. tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat  permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa  atas  permohonan Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan

jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai

berikut;

Dalam konvensi:

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak masalah jika Pemohon memang sudah tidak

mau mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Dalam rekonvensi:

- Bahwa  Termohon  /  Penggugat  Rekonvensi  ingin  mengajukan

gugatan balik terhadap permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi; 

- Bahwa  selama  pernikahan,  Termohon  merasa  dirugikan  karena

dilarang  menyanyi  oleh  Pemohon  /  Tergugat  Rekonvensi,  sedangkan

penghasilannya  hanya  dari  menyanyi,  akibatnya  motor  Yamaha  milik

Termohon / Penggugat Rekonvensi ditarik dealer karena menunggak;

- Bahwa dengan alasan itu Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon

Pemohon /  Tergugat Rekonvensi  dihukum untuk membayar nafkah iddan

kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga

puluh lima juta rupiah).

Bahwa  atas  jawaban  dalam  konvensi  dan  gugatan  Rekonvensi

Termohon  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  tersebut,  Pemohon  Konvensi  /

Tergugat  Rekonvensi  mengajukan  replik  dalam  konvensi  sekaligus  jawaban

dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa  Termohon  /  Penggugat  Rekonvensi  tidak  mempunyai

kemampuan untuk memenuhi  tuntutan nafkah iddah Pemohon /  Tergugat

Rekonvensi  karena  tidak  mempunyai  biaya,  bahkan  untuk  mengajukan

perkara di pengadilan menggunakan jasa LBH-BK tanpa biaya;

- Bahwa  Pemohon  /  Tergugat  Rekonvensi  tidak  menghalangi

Termohon  /  Penggugat  Rekonvensi  bekerja  karena  sudah  meninggalkan

Pemohon / Tergugat Rekonvensi sehari setelah pernikahan; 

- Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak melakukan hubungan

suami  dengan  Termohon  /  Penggugat  Rekonvensi  artinya  tidak  pernah

melakukan kewajiban kepada kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
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- Bahwa  Pemohon  /  Tergugat  Rekonvensi  memohon  maaf,  pada

dasarnya  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  tuntutan

Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa  atas  replik  dalam  konvensi  dan  jawaban  dalam  Rekonvensi

Konvensi  /  Tergugat  Rekonvensi  tersebut,  Termohon  Konvensi/Penggugat

Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi

pada  pokoknya  tetap  pada  tuntutan  rekonvensi  yang  telah  diajukan  dalam

jawabannya terdahulu;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat

Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap

pada jawaban Rekonvensinya; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal  2022,  yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sinjai  Timur,  Kabupaten  Sinjai,  bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Hakim diberi

paraf dan tanda P.1; 

2.  Asli  Surat  Keterangan  Kurang  Mampu  Nomor  yang  dikeluarkan  oleh

Pemerintah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu

oleh Hakim diberi paraf dan tanda P2.

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan menerima; dan

tidak mengajukan bantahan;

Bahwa di samping alat bukti  tertulis,  Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon dan  memiliki  hubungan

dengan Pemohon  sebagai kakak kandung Pemohon; 
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- Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon  menikah  pada

tanggal 05 Januari 2022 di KUA Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi

Sulawesi Selatan; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sinjai dan

di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sinjai;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan  Termohon telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak sejak pernikahan tidak pernah tinggal bersama setelaah menikah

sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa, saksi ...;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ...;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Pemohon dan  Termohon sudah pisah

rumah sejak ... sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- ...  

2. SAKSI,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Sinjai,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan  Pemohon dan  Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon adalah  suami

isteri  yang sah yang menikah pada tanggal  05  Januari  2022 di  KUA

Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sinjai dan

di  rumah  orang  tua  Tergugat  di  Dusun  Mangottong,  Desa  Saukang,

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
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 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  rumah tangga  Pemohon dan  Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak sejak pernikahan tidak pernah tinggal bersama setelaah menikah

yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

sejak ... sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon

dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran

Pemohon dan Termohon disebabkan karena ...;

 Bahwa, saksi ...;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 ...

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya,  Termohon  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

 ...

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan ………………..

Bahwa di  samping  alat  bukti  surat,  Termohon juga telah  mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal

di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 ...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal

di ...#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 ...

Bahwa  selanjutnya  Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi

menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

 ... ;

Bahwa  Termohon Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  menyampaikan

kesimpulan sebagai berikut:

 ... ;
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Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  baik  dalam konvensi

maupun  dalam  Rekonvensi,  maka  ditunjuk  segala  sesuatu  yang  tercantum

dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa  Khusus

Pemohon tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sinjai  dengan  Nomor  54/KuasaKhusus/V/2024/PA.Sj  tanggal  10  Juli  2024,

ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  147  RBg  jo.  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Hakim telah  pula  memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa

Pemohon dan  ternyata  telah  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  30  Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus

menyatakan  bahwa  Kuasa  Pemohon merupakan  subjek  pemberi  bantuan

hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada

Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat

profesional;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  154 RBg

jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan  pertangkaran  disebabkan   ...  akibatnya  sejak  ...  telah  berpisah  tempat

tinggal  hingga  sekarang  dan  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada  komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat  bukti  surat  P.1 s/d P.2 serta  2 (dua) orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Duplikat  /  Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,

maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut

menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal

05 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon,

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  bahwa  Pemohon

dengan  Termohon adalah suami istri  sah, menikah pada tanggal  05 Januari

2022  di  KUA Sinjai  Timur  Kabupaten  Sinjai  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  hal

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Pemohon dan  Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan  Tidak

Mampu yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,
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maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut

relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon, sehingga telah

memenuhi  syarat  materil,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Pemohon yaitu:  Nur  Hildawaty,

Amd,Kep  binti  Abdul  Halim dan  A.  Azikin  bin  A.  Bahri,  keduanya  telah

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi  Pemohon, adalah keluarga atau orang

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1

Penggugat  sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Pemohon mengenai

hubungan  Pemohon dan  Termohon serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Pemohon dan  Termohon,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh  Pemohon oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  308 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  mengajukan  alat  bukti  meskipun

telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  bantahannya  Termohon

mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi; 

         Menimbang, bahwa oleh karena Termohon  hanya mengajukan alat bukti

1  (satu)  orang  saksi  saja  dan  tidak  ditambah dengan  alat  bukti  lain,  maka

sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon  tersebut tidak memenuhi

syarat  batas  minimal  pembuktian  karena  keterangan  seorang  saksi  tidak

dianggap kesaksian (unus testis nullus testis),  sehingga bantahan Termohon

harus dinyatakan tidak terbukti;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya  tersebut,

Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T….. serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  T.1  s/d  T….  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat  tersebut  telah

memenuhi  syarat formil,  isi  bukti  tersebut relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

T.1  s/d  T….  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Termohon   telah  mengajukan  alat  bukti  saksi

yaitu:  ...  dan ...,  keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Termohon  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa  sejak  ...  antara  Pemohon dan  Termohon sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ...;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan  Termohon sudah pisah ...  sejak ...  hingga sekarang dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;
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3. Bahwa,  baik  Hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak  keluarga

Pemohon dan  Termohon sudah  berusaha  menasehati  Pemohon dan

Termohon dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Pemohon dan  Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa  Penggugat  Rekonvensi   dan  Tergugat  Rekonvensi  telah

dikaruniai ...orang anak bernama .., lahir tanggal ...., anak tersebut saat ini

diasuh oleh .....;

5. Bahwa  selama dalam asuhan  ...  anak  tersebut  tumbuh kembang

dengan ...

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti

melakukan tidan pidana, menelantarkan anak dan ............

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama

hingga saat ini selama .....;

8. Bahwa  selama  kepergiannya,  Tergugat  Rekonvensi  tidak  pernah

memberikan  nafkah lahir  kepada  Penggugat  Rekonvensi  selama ......  /

terbukti masih memberi nafkah kepadaPenggugat Rekonvensi  ;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz ;

10. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah ....

11. Bahwa  selama  menikah  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat

Rekonvensi memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. ...

12.

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Pemohon dan  Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Hakim

berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon benar-benar

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

dalam  satu  rumah  tangga  sehingga  mempertahankan  rumah  tangga  yang
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demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

yang  dikehendaki  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum:  21  dan  Pasal  1  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang,  bahwa Hakim perlu  mengetengahkan dalil  yang terdapat

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  16  Tahun  2019  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  rekonvensi  ini,  Termohon  dalam  konvensi

selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat  Rekonvensi  dan  Pemohon  dalam

Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  hal-hal  yang  dikemukakan  dalam  bagian

konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi,  mutatis mutandis

dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonvensi  dalam  petitum  gugatan

rekonvensinya menuntut  Menghukum Tergugat  Rekonvensi  untuk membayar

kepada  Penggugat  Rekonvensi  berupa  Nafkah  selama  iddah  sejumlah  Rp.

35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  rekonvensi  tersebut,  Tergugat

Rekonvensi  telah  menyampaikan  tanggapannya  yang  terangkum  secara

lengkap dalam duduk perkara.  Demikian pula dengan replik  rekonvensi  dan

duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi  telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah

dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil  konstatasi dalam Konvensi,

yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat  Rekonvensi   dan  Tergugat  Rekonvensi  belum

melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

 Bahwa  Tergugat  Rekonvensi  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

 Bahwa  selama  kepergiannya,  Tergugat  Rekonvensi  tidak  pernah

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

 Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz ;

 Bahwa  penghasilan  Tergugat  Rekonvensi  tidak  dapat  diketahui

dengan jelas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  nafkah  iddah  tersebut,  Pengadilan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi

tidak  mempunyai  kesanggupan  untuk  memberikan  nafkah  iddah  kepada

Penggugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  Pasal  149  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan  “Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami

wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
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iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  ba‘in  atau  nusyuz  dan  dalam

keadaan tidak hamil;”

Menimbang,  bahwa norma hukum tersebut  juga sesuai  dengan kaidah

hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

الزوج        حبس لبقاء رجعية كانت إن المعتدة ونفقة

وبسلطنته  عليها
Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i,

sebab  ia  masih  tetap  menjadi  tanggungan  bekas  suaminya  dan

masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

والنفقة     السكــنى الرجعية للمعتدة ويجب
Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’I yaitu

tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna’ II : 118)

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas,

Penggugat  Rekonvensi  tidak  terbukti  nusyuz sehingga  sesuai  norma  dan

pertimbangan  di  atas  ia  berhak  mendapatkan  nafkah selama iddah 3  (tiga)

bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk  kepentingan Tergugat Rekonvensi

selaku suami; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tidak  kesepakatan  di  antara  pihak

berperkara  mengenai  jumlah  iddah  yang  harus  dibayarkan  Tergugat

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka  Pengadilan lah yang akan

menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  pada  potensi  kemampuan

Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi

di  Kota  Tasikmalaya  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,  serta  melihat

pengabdian istri selama ... tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga

bulan,  Pengadilan berpendapat  bahwa jumlah Rp.  ..,-  (s..  rupiah)  per  bulan

adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi,

sehingga totalnya sejumlah Rp. ..,- (... ribu rupiah) ;
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Menimbang,  bahwa  untuk  memperhitungkan  nilai  nafkah  yang  layak

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali

profil  penghasilan  Tergugat  Rekonvensi.  Berdasarkan  fakta  hukum  di  atas

penghasilan  bersih  Tergugat  Rekonvensi  setiap  bulan  sejumlah  Rp.  ...,-

(...rupiah)  /  berkisar  antara  Rp.  ...,-  (...rupiah)  sampai  Rp.  ...,-  (..  rupiah).

Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi

menjadi  tiga  bagian  peruntukan,  yaitu  1/3  (sepertiga)  bagaian  untuk  suami

sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagaian untuk

anak.  Asumsi  ini  mewakili  kelaziman  dalam  pengelolaan  nafkah  keluarga

sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  asumsi  ini  mewakili  rasa  keadilan  dan

kepatutan di masyarkat; 

Menimbang,  bahwa  selain  mempertimbangkan  kemampuan  suami,

Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau

patut  bagi  Tergugat  Rekonvensi.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  menggunakan

kriteria  atau  standar  hidup  layak  menurut  upah  minimum Kota  Tasikmalaya

tahun ... yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu sejumlah Rp. ..,- (..

rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan ..% dari tahun .. sejumlah Rp. ..,-.

Upah  minimum  Kota  Tasikmalaya  tersebut  merupakan  standar  minimal

kelayakan  dan  kepatutan  hidup  satu  keluarga  di  Kota  Tasikmalaya  Rp.  ...,-

(...rupiah),  sehingga  bila  hanya  istri  saja  Rp.  ...,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu

rupiah) per bulan sudah layak. 

Menimbang, bahwa selama masih kumpul bersama harmonis, biasanya

Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-

rata sejumlah Rp ... ( ...rupiah)setiap bulan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  potensi  kemampuan  Tergugat

Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kota

Tasikmalaya  serta  kebiasaan  nafkah  yang  diterima  Penggugat  Rekonvensi

yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.

..,- (... rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk

Penggugat  Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  nafkah  lampau  terhutang  yang

harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah
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sejumlah Rp.  ..,-  (...)  x  ...  (...)  bulan  sehingga totalnya sejumlah  Rp.  ..,-  (..

rupiah);

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  kepada  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3

Tahun  2017  tentang  Pedoman  mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya

nafkah iddah,  mut’ah dan nafkah madhiyah dapat  dicantumkan dalam amar

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak”, maka Hakim

berpendapat  penghukuman  pembayaran  mut’ah  dan  nafkah  iddah  tersebut

dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
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2. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  (PEMOHON)  untuk  membayar

kepada  Penggugat  Rekonvensi  (PEMOHON)  nafkah  iddah  berupa  uang

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Memerintahkan  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kewajiban

sebagaimana  tersebut  pada  angka  2 (dua)  di  atas  kepada  Penggugat

Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Membebankan  kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy.

sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Pemohon

Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  dan  Termohon  Konvensi/Penggugat

Rekonvensi.

Ketua Majelis

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp.  30.000,00

2. Proses :Rp.  100.000,00

3. Panggilan :Rp.  30.000,00
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4. PNBP Panggilan :Rp.  20.000,00

5. Redaksi :Rp.  10.000,00

6. Meterai :Rp.             10.000  ,00  

Jumlah  Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


